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ABSTRAK 

 
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kinerja dan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun anggaran 2017- 

2021. Sampel penelitian ini menggunakan data sekunder dan kuantitatif dalam arti 

menggunakan aspek pengukuran, perhitungan. Data tersebut adalah data Laporan 

realiasasi APBD tahun anggaran 2017-2021 dan dokumen tentang Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio kemandirian, 

keserasian,ketergantungan, Efiesiensi, PAD masih belum stabil pada kinerja 

keuangan pemerintan kabupaten labuahan batu utara. sedangkan rasio efektivitas 

cukup baik dalam kinerja keuangan. 

Kata kunci : Kinerja Keungan, APBD, Rasio keuangan 
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ABSTRACT 

This research has the objective of knowing the performance and economic 

growth in Labuhanbatu Utara district for the 2017-2021 fiscal year. This research 

sample uses secondary and quantitative data in the sense of using aspects of 

measurement, calculation. the data is the data on the realization of the APBD report 

for the 2017-2021 fiscal year and documents about the North Labuhanbatu 

Regency. The results of the study show that the ratio of independence, harmony, 

dependability, efficiency, PAD is still not stable in the financial performance of the 

North Labuhan Batu Regency government. while the effectiveness ratio is quite 

good in financial performance 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

“UUD No. 22 Tahun 1999”                  yang mengamanatkan  otonomi daerah sebagai 

salah satu komponen Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Indonesia pada 

tahun 1999. Selanjutnya ““  UUD No. 32 Tahun 2004 dan UUD No. 23 Tahun 2014”  

merupakan hasil dari modifikasi UUD No. 23, undang-undang yang mengatur 

pemerintahan daerah, direvisi. Hak, wewenang, dan asesmen yang dibebankan 

kepada region otonom guna memanajemen beberapa kegiatan pemerintahan serta 

memperhatikan kesejahteraan warga lokal disebut dengan otonomi daerah, sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kekuasaan untuk mengontrol setiap daerah diberikan kepada pemerintah 

daerah. Dengan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan 

transparansi penggunaan dana dari APBD, mendorong sisi kompetetif transparan 

dan konstruktif, dan bertindak sebagai katalisator perubahan transformatif, otoritas 

ini berharap dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. 

Di bawah otonomi daerah, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk 

memastikan berfungsinya mesin pemerintah secara produktif, alhasil mendorong 

keikutsertaan masyarakat dalam upaya ekspansi daerah. Selain itu, pemerintah 

daerah diharapkan dapat mengedepankan kejujuran dan keadilan, sehingga 

memberdayakan pertumbuhan dan potensi masing-masing daerah. Untuk 

memenuhi standar kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 
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daerah, pemerintah daerah harus mengutamakan penilaian kinerja yang akurat 

untuk mencapai tujuan menyeluruh dalam merealisasikan tata usaha kota maupun 

birokrasi pemerintahan yang baik dan transparan. Selain itu, pemerintah daerah 

memikul tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara konsisten dan 

transparan secara bertanggung jawab. 

Penyelenggaraan fungsi birokrasi pemerintahan oleh Pemda dan DPRD 

yang berlandaskan nilai-nilai otonomi dan pemerintahan bersama yang 

menekankan derajat otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ”. Selain itu, 

yang dapat diarah ke makna dalam ayat (3), Pemerintah Daerah berfungsi sebagai 

penguasa utama di daerah, bertindak sebagai badan administratif yang bertanggung 

jawab mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di dalam wilayah 

otonominya. 

Pemahaman ini mengarah pada pemekaran Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menjadi provinsi-provinsi. Daerah, yang meliputi kota dan kabupaten, di 

setiap provinsi tersegmentasi lebih lanjut. Masalah pemerintahan dikelola secara 

terpisah oleh pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan lokal. Pemerintah daerah 

diberikan otonomi yang paling memungkinkan, dengan pengecualian situasi ketika 

tanggung jawab pemerintah pusat secara tegas ditentukan oleh undang-undang. 

Mereka memiliki kekuasaan untuk memberlakukan hukum lokal dan aturan lain 

yang diperlukan untuk realisasi kerjasama dan otonomi. Aturan legislatif 

menetapkan kerangka kerja dan metode operasi untuk administrasi pemerintahan 

daerah. 
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Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan faktor krusial yang harus 

diprioritaskan oleh setiap daerah di Indonesia. Pengelolaan keuangan berperan 

sebagai penentu mendasar indikator keberhasilan dan index pembangunan daerah 

serta akomodasi dalam memfasilitasi sistem birokrasi pemda. Pengelolaan 

keuangan daerah yang optimal dan terkelola dengan baik berperan penting dalam 

menjamin terwujudnya tujuan pembangunan dan fokus pengendalian kinerja 

pemda. Inovasi suatu region yang berkembang dapat dievaluasi berdasarkan praktik 

pengelolaan pengauditannya (Sularso & Restianto, 2011). Suatu keuangan daerah 

yang dikelola harus diaplikasikan berdasarkan asas-asas yang telah dijaikan acuan 

seperti nilai transparansi, value for money, dan akuntabilitas. Dengan begitu, 

pertumbuhan ekonomi dapat terdorong (Lucky, 2013). 

Sejak reformasi tahun 1998, keuangan daerah di Indonesia telah muncul 

sebagai domain yang signifikan dalam akuntan publik, mendapatkan perhatian 

besar dari berbagai pemangku kepentingan. PP No. 33 Tahun 2004 tersebut 

kemudian direvisi dan diperbaharui dengan PP No. 1 Tahun 2022 yang masih 

berlaku hingga saat ini. Sistem monetari daerah meliputi segala hak dan kewajiban 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi nilai 

moneter dan kekayaan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh daerah sesuai 

dengan tanggung jawabnya. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah meliputi 

rangkaian aktivitas yang menyeluruh, termasuk perancangan, pealokasian dana, 

pengaktualan, pengadministrasian, pewartaan, komitmen, dan inspeksi keuangan 

daerah (BPK, 2022). 

Tujuan pembiayaan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan daya 

guna dan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi daerah dan untuk memajukan 
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kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, dari dana moneter (dalam rupiah) 

yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan keuangan 

daerah sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan pemerintah, khususnya 

kesejahteraan rakyat. 

Untuk mengatur kebijakan keuangan daerah secara efektif, Mardiasmo 

(2002) mencantumkan lima prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah. Pedoman 

ini terdiri dari: 

- Akuntabilitas memastikan bahwa pembuat keputusan berperilaku etis 

dan terbuka dan memfasilitasi akses dan komunikasi kebijakan. 

- Value for Money, dengan fokus pada administrasi monetari dan alokasi 

dana daerah yang efektif, hemat, serta efisien. 

- Probity, menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam 

pengelolaan dana publik. 

- Transparansi, mendorong transparansi dalam perumusan kebijakan 

daerah, memungkinkan pengawasan oleh DPRD dan komunitas luas. 

Pengendalian yang meliputi pengawasan terhadap pendapatan dan belanja 

APBD diperlukan untuk segera menyelesaikan potensi penyimpangan. 

Mengacu pada “Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) periode anggaran tahun 2023” yang dituangkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditetapkan bahwa APBD merupakan 

cetak biru keuangan secara periodic tahunan pemda, yang memerlukan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyusunan APBD mengikuti pendekatan yang 
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berorientasi pada kinerja, menekankan pada sistem penganggaran yang 

mengutamakan upaya-upaya yang ditujukan untuk mencapai output atau hasil kerja 

yang direncanakan melalui alokasi input yang ditetapkan. 

Pemberian keistimewaan otonomi daerah kepada pemerintah daerah yang 

memungkinkan mereka untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah, menegaskan semakin 

pentingnya pengelolaan keuangan yang solid dan tepat. Upaya keras selama periode 

anggaran, sejalan dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, 

menghasilkan pencapaian keberhasilan keuangan di bidang keuangan daerah, yang 

terdiri dari pendapatan dan belanja daerah (Sucipto, 2005). 

Menurut penelitian Halim (2008: 203), pengukuran kinerja melibatkan 

kontras hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi 

pola yang muncul. Menerapkan rasio keuangan pada APBD, seperti rasio 

kemandirian, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas, 

memungkinkan dilakukannya analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam 

pengelolaan keuangan (Halim, 2008: 230). Indikator seperti Rasio Desentralisasi, 

Rasio Ketergantungan, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, 

Rasio Keserasian, dan Rasio Efisiensi dimasukkan dalam evaluasi studi ini terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memainkan posisi penting 

dalam administrasi keuangan daerah, khususnya. 

Prasojo et al. (2019: 87), pengukuran kinerja keuangan juga berperan 

penting dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, 

termasuk warga negara, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional. Ini 
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memberikan penilaian yang obyektif tentang bagaimana sumber daya publik 

digunakan, memastikan bahwa dana dialokasikan ke bidang prioritas dan layanan 

publik disampaikan secara efektif. 

Sebagai pemerintah daerah yang telah menerapkan otonomi daerah, 

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 8 (delapan) Kecamatan dimana 

Kecamatan Kualuh Hulu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 

mencapai 637,39𝑘𝑚2 dan Kecamatan Sek Kuo merupakan kecamatan terkecil 

dengan luas wilayah hanya 250,2𝑘𝑚2. Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 

daerah pantai dan pegunungan. Kabupaten Labuhanbatu Utara juga memiliki 

banyak potensi, yaitu: 

1. Pertanian: Wilayah ini menawarkan sawah yang luas dan tanaman terkenal 

seperti Beras Kuku Balam (BKB) dari Kabupaten Tanjung Leidong dan 

Kualuh Hilir, bersama dengan tanaman lain seperti jagung dan cabai. 

2. Perkebunan: Perkebunan kelapa sawit dan karet menjadi andalan, baik milik 

perseorangan, perusahaan swasta, maupun badan usaha milik negara. 

Luasnya meliputi 87.727 hektar perkebunan kelapa sawit dan 18.455 hektar 

perkebunan karet. 

3. Perikanan: Dengan wilayah laut yang luas dan garis pantai sepanjang 75 

kilometer di sepanjang Selat Malaka, kawasan ini menghadirkan peluang 

dalam perikanan. Wilayah pesisir dan laut cocok untuk budidaya udang dan 

ikan kerapu, didukung oleh tiga anak sungai yang signifikan. 

4. Peternakan: Lahan perkebunan yang luas di kabupaten memfasilitasi 

pengembangan peternakan, menyediakan pakan ternak dan area 

penggembalaan. Sektor peternakan terdiri dari sapi potong, kerbau, domba, 
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dan babi, dengan populasi tercatat 2.079 ekor sapi, 10 ekor kerbau, 655 ekor 

domba, dan 250 ekor babi pada tahun 2021. 

5. Pertambangan: Secara khusus, endapan batubara dapat ditemukan di 

Kabupaten Kualuh Selatan dan Kualuh Hulu, sementara cadangan minyak 

dan gas bumi terletak di Kabupaten Merbau dan Aek Kuo. 

6. Industri pengolahan: Selain pengolahan kelapa sawit, karet, dan kakao, 

terdapat industri skala kecil seperti pembuatan kerupuk dan terasi di 

Kecamatan Kuluh Leidong. 

7. Pariwisata: Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki bentang alam, 

perbukitan, sungai, dan pesisir pantai yang masih terjaga potensinya untuk 

pengembangan pariwisata. Peluang meliputi kegiatan seperti arung jeram, 

wisata sawah, puncak Haumalela, air terjun Aek Sordang, dan atraksi 

lainnya. 

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki banyak potensi yang dapat menjadi 

PAD di daerah. Tetap pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi-potensi 

yang ada di daerah tersebut dengan baik dan pemerintah juga belum bisa dikatakan 

sempurna dalam pengelolaan keuangannya, karena masih banyak kendala yang 

harus dibenahi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan belum bisa dikatakan baik karena pada tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi 

korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P oleh Bupati Khairuddin Syah 

Sitorus yang menjabat selama 2 periode, yaitu dari 2010-2021. Diketahui dana yang 

diambil sebesar 2,1M dan pada tahun 2021 beliau telah di hukum selama 1 tahun 6 

bulan penjara dan di denda sebesar 100jt. Sehingga dari kasus korupsi ini 
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Sehingga dari kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat 

dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan atau kinerja sektor publik. Pengukuran 

kinerja sektor publik berfungsi untuk menilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara dan menjadi benchmark agar kinerja daerah dapat berefleksi 

dan meningkatkan performa sesuai dengan visi dan misi pemda. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melakukan 

penelitian di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu oleh Juli Ronaldo Damanik 

(2018) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. Peneliti hanya menggunakan empat rasio saja, yaitu rasio 

kemandirian dan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Peneliti juga 

melakukan penelitian di tahun anggaran 2010-2017. 

Kemampuan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah secara efektif 

bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian 

daerah dan potensi yang ada di daerah. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya 

dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan 

memperlancar pembangunan, Kabupaten Labuhanbatu Utara harus memberikan 

audit pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga dapat ditentukan apakah 

pemda telah melaksanakan tugasnya secara efektif. Mengingat konteks ini, peneliti 

ingin tahu tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan 

judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran 2017-2021”. 

Keberlanjutan organisasi bergantung pada pentingnya melakukan evaluasi 

eksternal dan internal. Gagasan ini juga dikemukakan oleh Albert S. Humphrey, 

seorang konsultan manajemen Amerika, yang memperkenalkan metode analisis 
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SWOT, yang meliputi penilaian terhadap Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

dan Threats. Analisis SWOT berfungsi sebagai alat analisis yang berharga bagi 

organisasi untuk mengevaluasi posisi mereka dalam lingkungan bisnis yang 

kompleks dan dinamis. Grameds bisa sangat diuntungkan dengan memanfaatkan 

analisis SWOT karena membantu dalam persiapan dan perencanaan proyek atau 

usaha bisnis. Sederhananya, analisis SWOT dapat dianggap sebagai pendekatan 

perencanaan strategis yang mempertimbangkan dan mengkaji empat komponen 

utama seperti Strengths (Kekuatan); Weaknesses (Kelemahan) Opportunities 

(Peluang); dan Threats (Ancaman). 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana kinerja dan kondisi keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun Anggaran 2017-2021 diukur dengan dengan (1) Rasio Desentralisasi, (2) 

Rasio Ketergantungan, (3) Rasio Pertumbuhan, (4) Rasio Kemandirian, (5) Rasio 

Efektivitas, (6) Rasio Keserasian, dan (7) Rasio Efesiensi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017-2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi peneliti 

 

Mengetahui serta memahami dengan baik kinerja keuangan pemerintah pada 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

2. Bagi Pemerintah 
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Menjadi pedoman untuk kebijakan-kebijakan yang akan ditentukan dan dapat 

menjadi arsipan. 

3. Bagi Masyarakat 

 

Melalui penelitian ini masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan 

anggaran keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017-2021. 

1.5 Batasan Penelitian 

 

Untuk menghindari adanya penyimpangan dan perluasan penelitian maka 

diperlukan batasan penelitian. Oleh sebab itu, pembahasan yang dilakukan lebih 

terarah sehingga tujuan penelitian tercapai dengan baik. Batasan penelitian ini 

menggunakan data hanya pada anggaran tahun 2017-2021. 
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BAB V 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

 

Selaras dengan diskusi dari sub-bab sebelumnya, alhasil peneliti menyimpulkan 

berdasarkan analisis data yang sudah diolah dan pembahasan, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari perspektif rasio kemandirian, Kinerja keuangan pemerintah di 

Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini kurang optimal dalam hal 

pengelolaan keuangan daerah. Maka hal ini merujuk kepada suatu pola 

kasualitas yang memiliki keunikan dari sifat instruktifnya, yang mana pihak 

pusat lebih mendominasi dibandingkan dengan kemandirian daerah. Rasio 

kemandirian daerah yang berada di bawah 25% mencerminkan kemandirian 

Kabupaten Labuhanbatu Utara rata-rata hanya 6,40%. 

2. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki efektivitas yang baik 

dalam mengelola PAD dan signifikansi progress yang mengndikasikan 

meningkat setiap kuartalnya ”. Rata-rata efektivitas yang didapatkkan sebesar 

109,68%, sehingga dari tahun 2017-2021, masih termasuk kriteria sangat 

efektif. 

3. Dilihat dari rasio efesiensi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

masih termasuk kategori belum memadai untuk mengatur Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), maka dapat diinterpretasikan jika bisa mendapatkan hasil 

rata-rata yang didapatkan yaitu sebesar 97,65%. 

4. Dilihat dari rasio keserasian, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

menggunakan dananya masih belum seimbang, karena dana APBD yang 
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digunakan sebagian besar untuk belanja operasional, yaitu rata-rata yang 

didapatkan sebesar 67,24%. Pada rasio belanja modal, dana APBD yang 

digunakan masih sangat rendah yaitu terdapat rata-rata sebesar 18,26%. 

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dikategorikan rendah, dikarenakan 

rata-rata yang didapatkan sebesar 9,05%. Dari rata-rata yang dihasilkan 

dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara 

masih belum dapat mengelola keuangan daerah atau dana APBD dengan 

baik, karena tidak mengalami peningkatan pertumbuhan. 

6. Dilihat dari rasio ketergantungan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 

Utara juga masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, karena hasil 

rata-rata yang didapatkan sebesar 88,81%. Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu Utara harus bisa mengelola potensi sumber pendapatan yang 

ada di daerah, karena dengan mengelola atau mengoptimalkan potensi 

dengan baik, maka akan dapat mengurangi ketergantungan kepada 

pemerintahan pusat. 

5.2 Rekomendasi 

 

A. Pemerintah 

1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menggali potensi-potensi 

yang menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan 

memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di kabupaten, seperti 

pembukaan objek wisata baru. 

2. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi 

pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah 

sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat 

dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal 
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pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan 

pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi 

terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. 

3. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus dapat meminimalisasikan 

anggaran daerahnya untuk belanja operasi dan dapat mengalokasikan 

anggaran daerahnya untuk belanja modal, agar kesejahteraan masyarakat 

dapat terjamin dengan ketersediaan sarana dan prasarana. 

B. Peneliti Selanjutnya 

1. Pengumpulan data penelitian ini hanya mengandalkan informasi yang 

diperoleh dari website Kementerian Keuangan selama periode 2017-2021, 

tanpa melibatkan wawancara langsung dengan pejabat pemerintah daerah 

oleh penulis. 

2. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penggunaan beberapa rasio. 

 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memasukkan rasio tambahan 

yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. 

3. Apabila peneliti selanjutnya berniat untuk melakukan penelitian serupa, 

disarankan untuk memperpanjang durasi penelitian untuk meningkatkan 

akurasi analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. Selain itu, memperluas cakupan penelitian di luar 

Kabupaten Labuhanbatu Utara hingga mencakup seluruh Provinsi Sumatera 

Utara dapat memberikan perspektif yang lebih luas. 
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